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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili
perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan putusan antara:

Xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Guru
TK, tempat tinggal di RT 04, Desa Sungai Abang, Kecamatan
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Buruh
Harian Lepas, tempat tinggal dahulu di Desa Dusun Dalam,
Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22
September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sarolangun dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Srl,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun
Kabupaten Saroalngun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 365/14/XI11/2012 SERI AT, tertanggal 10 Desember 2012;
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putusan ExHWRBefEIEN THeIEh, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun samapi Penggugat dan

Tergugat berpisabh;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaiman layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan sudah di
karuniai 1lorang anak yang bernama : xxx usia 7 tahun;

4. Bahwa sejak awal Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat seringkali
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka
marah pada Penggugat karena setiap kali Tergugat minta izin untuk pergi
merantau ke Malaysia Penggugat tidak mngizinkan dengan alasan anak
Penggugat masih kecil usia 9 bulan masih butuh perhatian kasih sayang
Tergugat sebagai oragtua, selain itu jika terjadi hal hal penting dalam rumah
tangga peran Tergugat sangat diperlukan. Untuk itulah Penggugat
menyarankan Tergugat agar tidak pergi jauh jauh merantau mencari
pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menerima saran
Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada akhir Juni 2014 disebabkan oleh hal yang sama
sebagaima tersebut di atas Tergugat mengirim pesan yang isinya
menjatuhkan talak atas Penggugat. Sejak kejadian itu Penggugat dan
Tergugat sudah tidak bersama lagi sampai saat ini

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar rukun
kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip
untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi
untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;
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putusan.NEgHa HEreHEaeh ddalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:
Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Mastura binti
A.Gapur) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Subsider
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar
mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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kti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/14/X11/2012 SERI AT Tanggal 10
Desember 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan
di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Il. Bukti Saksi
1. XXX, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Honorer, tempat tinggal di RT.04, Desa Sungai Abang, Kecamatan
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama
Edi Candra;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan
Penggugat;

Bahwa setelah menikahPenggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang

sudah tidak rukun lagi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu

rumabh lagi;
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Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan
Tergugat bertengkar;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah
lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah terhitung 6 tahun yang
lalu;
Bahwa setahu Saksi Tergugat yang pergi meninggalkan rumah
kediaman mereka tanpa pamit tidak ada memberi kabar tentang
keberadaannya;
Setahu Saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui
keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Setahu Saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah
kepada Penggugat;
Setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat
dijadikan nafkah oleh Penggugat;
Setahu Saksi Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai Istri
memasak dan mencuci pakaian serta mengurusi anak Penggugat
dengan Tergugat sebagaimana layaknya istri;
2. xxX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03, Desa Sungai Abang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama
Edi Candra;
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Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan
Penggugat;

Bahwa setelah menikahPenggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang
sudah tidak rukun lagi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu
rumabh lagi;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat
dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah
lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah terhitung 6 tahun yang
lalu;

Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama
mereka tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
Bahwa setahu Saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan
nafkah;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang
dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti
memasak dan mencuci pakaian serta mengurusi anak Penggugat

dengan Tergugat sebagaimana layaknya istri;
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Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat

melalui keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal
yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu
kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa
perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di
upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini
Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, tidak
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di
depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan
sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus
dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan
kaidah dalam Kitab Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-Muftin karya al-Nawawt

(w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;
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Artinya:  “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi
atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa

bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat menyangkut
bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten
Sarolangun yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun,
maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi
wewenang Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melangsungkan
perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, hal mana
sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin
bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihnan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi
keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang,
berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat sehingga
dalil gugatan Penggugat menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini
termasuk dalam perdata khusus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini
maka Pengadilan tetap membebani beban pembuktian kepada Penggugat,
untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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putusan piahikaAG 2BBARE UHuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat akan
dipertimbangkan sebagai barikut :

Menimbang, bahwa asli surat bukti P merupakan akta otentik, dibuat oleh
atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan
tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat
tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah pula dicocokkan
dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P berkaitan langsung
dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum,
kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik
yang memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut pasal 285 RBg alat
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg) dan
mengikat (bindend);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sama-sama telah
memberikan keterangan yang mana kedua saksi Penggugat menyatakan
antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak tinggalnya
Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah layaknya suami istri 6 tahun
lamanya dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah ~memberikan
keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka
sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar
atau yang dilihatnya sendiri dan keteranganya saling bersesuaian, maka
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan pasal
171,172,175, 306, 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pembuktian di
atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :
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putusan ExHWR PRAdYHGEtI9ald Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang

menikah pada tanggal 8 Desember 2012 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun
selanjutnya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, bahkan Tergugat sudah tidak
diketahui dengan jelas keberadaanya di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang menyatakan
antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun
dan tidak pernah hidup rukun kembali layaknya suami istri karena Tergugat
sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, maka
telah cukup bagi Majelis Hakim menentukan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah pecah yang tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali, untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus
perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak lagi tinggal
serumah layaknya suami istri antara Penggugat sebagaimana tergambar dalam
fakta tersebut di atas adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan
berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan
tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 299 K/AG/ 2003 tanggal 25 Juni 2005, bahwa keterangan saksi
mengenai suatu akibat hukum dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian,
dalam hal ini perginya Tergugat merupakan akibat dari pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan Tergugat, dalam hal dimana
Tergugat pergi tanpa memberi kabar kepada Penggugat baik mengenai
keadaanya maupun keberadaannya Majelis Hakim menilai hal itu merupakan
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PUH¢HRIMBAKRAA afErgUgat 9sutthh tidak ada keinginan untuk membina rumah
tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 237
K/IAG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa
sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan
tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya,
dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan
alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon
gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebegaimana dimaksud
dalam al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi
tidak bisa dicapai dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang
demikian itu justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua
belah pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan
dalam Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 290 yang diambil alih sebagai
pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut : “Apabila hakim telah
menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah
memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat
yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami
istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh
memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian
sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.
pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;
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putusaefiRg asaiad @éthma perkawinan Pegugat dan Tergugat telah

bergaul layaknya suami isteri (ba'da dhukhul) dan berdasarkan catatan

perubahan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan
berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak
yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat, juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxx) Terhadap Penggugat
(Xxx) ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 5 jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh xxx sebagai Ketua
Majelis, xxx. dan xxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh xxx sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx

Hakim Anggota I, Hakim Anggota ll,

XXX XXX

Panitera Pengganti,

XXX

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Biaya ATK : Rp50.000,00

Perkara

3. Biaya Panggilan : Rp360.000,00

4. Biaya PNBP :  Rp20.000,00

5. Biaya Redaksi . Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah :  Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
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